ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan anggaran perencanaan
pembangunan daerah melalui evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh serta mengidentifikasi hambatan yang
menyebabkan SPM belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran
daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya alokasi anggaran SPM
dibandingkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), padahal SPM
merupakan urusan wajib yang harus diprioritaskan sesuai amanat peraturan
perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
berdasarkan pendekatan teori anggaran berbasis kinerja (performance-based
budgeting). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap
perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
SPM di Kabupaten Bener Meriah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebijakan anggaran perencanaan pembangunan daerah dalam pemenuhan SPM belum
memenuhi harapan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, meskipun kerangka teori dan regulasi telah tersedia dengan baik, namun
implementasinya masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan struktural dan
kelembagaan sehingga terkesan hanya bersifat administratif, simbolis dan formalitas.
Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan utama dalam pemenuhan SPM
meliputi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dominasi kepentingan politik dalam
proses penyusunan APBD, serta belum adanya sistem reward dan punishment yang
efektif. Selain itu, tingginya belanja pegawai dan terbatasnya ruang fiskal daerah turut
memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memprioritaskan urusan
pelayanan dasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemenuhan SPM
sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas
pembangunan dan pengalokasian anggaran yang berpihak pada pelayanan dasar
masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan penganggaran berbasis
Kinerja, peningkatan kapasitas fiskal daerah, penguatan koordinasi, serta penerapan
mekanisme penghargaan dan sanksi yang lebih tegas guna mendorong optimalisasi
pencapaian SPM di daerah.
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